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Pengantar 
Hubungan kerjasama ekonomi Indonesia dan Uni Eropa semakin erat pada tahun-tahun terkahir. 
Setelah keberhasilan diskusi penjajakan dan eksplorasi pendalaman kerjasama perdagangan dan 
investasi EU-Indonesia April 2016, Perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic 
Partnership Agreement (IEU CEPA) resmi dimulai pada 18 Juli 2016 dan hingga akhir tahun 2020 
telah menyelesaikan sembilan putaran. Perjanjian ini diharapkan akan membuat akses produk 
ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa akan menjadi lebih terbuka dan dapat 
meningkatkan daya saing produk-produk tersebut.  

Lebih dari itu, perjanjian ini juga menjadi semakin penting dan relevan untuk Indonesia, 
karena dapat turut membantu mendorong reformasi ekonomi, terutama dalam upaya 
pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis akibat pandemi Covid-19 yang sedang 
berlangsung saat ini. Dengan terbatasnya anggaran pemerintah saat ini, Indonesia memerlukan 
produktivitas yang tinggi untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam 
konteks ini, IEU CEPA membawa peluang untuk peningkatan produktivitas Indonesia. IEU-
CEPA bukan hanya mampu memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang 
produksi Indonesia, tapi juga juga mendorong perdagangan jasa serta investasi yang 
berperan penting dalam pemulihan ekonomi.  
Ringkasan kebijakan ini akan membahas mengenai pentingnya peranan perjanjian IEU CEPA 
dalam membantu peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, dan reformasi ekonomi di 
tengah krisis ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Tulisan ini dimulai dengan 
pemaparan singkat mengenai perkembangan dan potensi kerjasama perdagangan dan investasi 
antara Uni-Eropa dan Indonesia. Pembahasan selanjutnya diikuti oleh diskusi mengenai hubungan 
antara perjanjian IEU CEPA dan reformasi ekonomi di Indonesia. Terakhir, tulisan ini ditutup 
dengan memberikan beberapa saran dan rekomendasi kebijakan  

 
Sekilas Perkembangan dan Potensi Kerjasama Perdagangan dan 
Investasi Uni-Eropa dan Indonesia 
Hubungan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa telah meningkat dalam beberapa tahun 
terakhir. Sejak tahun 2010, neraca perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa selalu mencatat 
surplus, meskipun dengan nilai yang cukup berfluktuasi. Dengan menggunakan metode rata-rata 
tahun berjalan (moving average)1 sepanjang 2010-2019, rata-rata total perdagangan kedua pihak 
mencapai USD 28 miliar, di mana secara rata-rata ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai USD 
16 miliar, sedangkan rata-rata impor Indonesia dari Uni Eropa pada periode yang sama mencapai 
USD 12 miliar. Gambar 1 di bawah memperlihatkan bahwa Indonesia secara konsisten mengalami 
surplus perdagangan dengan Uni Eropa. Terkini, krisis ekonomi global yang menyertai pandemi 
Covid-19 telah menyebabkan perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa mengalami penurunan. 
Hingga bulan November 2020, ekspor Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan sekitar 1,3% 
dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara impor dari Uni Eropa mengalami penurunan 
sebesar 11,9% dibandingkan periode yang sama dari tahun sebelumnya. 

 

 

 

 
1 Moving average (rata-rata berjalan) dihitung dari rata-rata per 3 tahun. Contohnya, moving average tahun 2012 dihitung dari rata-rata 
tahun 2010, 2011 dan 2012. Sementara, moving average tahun 2019 dihitung dari rata-rata tahun 2017, 2018 dan 2019. 



Gambar 1: Neraca Perdagangan Indonesia-EU 2012-2019 dengan rata-rata berjalan (USD 
miliar) 

Sumber: WITS (diolah) 

Perdagangan barang antara Indonesia-Uni Eropa (EU) bersifat komplementer/saling 
melengkapi, akibat perbedaan dalam latar belakang sosio-ekonomi, kemajuan ekonomi 
dan teknologi serta keunggulan komparatif dari kedua belah pihak. Indonesia cenderung 
mengekspor produk-produk yang berasal dari sektor primer ke pasar Uni Eropa, sedangkan Uni Eropa 
sendiri lebih cenderung mengekspor produk-produk yang berasal dari sektor sekunder yang pada umumnya 
berteknologi tinggi ke pasar Indonesia. Produk utama yang diekspor dari Indonesia ke Uni Eropa, antara 
lain produk hewani atau nabati, mesin elektronik, alas kaki, karet, dan produk kimia. Salah satu produk 
andalan ekspor Indonesia ke Uni Eropa adalah minyak kelapa sawit, yang pada 2019 menyumbang 10 
persen dari nilai total ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Sementara itu, alas kaki merupakan produk ekspor 
teratas lainnya yang hampir mengalami peningkatan pertumbuhan hingga 8 persen dalam dua tahun 
terakhir. Kemudian jika dilihat dari impor Indonesia dari EU, mayoritas produknya berteknologi tinggi dan 
telah melalui proses produksi atau peningkatan nilai tambah sebelumnya. Secara lebih detail dapat dilihat di 
Gambar 2 berikut ini. 
 
Gambar 2: Komposisi Lima Besar Komoditas Ekspor Indonesia dan Uni Eropa, 2012-2019 
dalam rata rata berjalan (USD miliar) 

  
Sumber: WITS (diolah) 
 

Meskipun terdapat kompatibilitas yang tinggi dalam perdagangan barang antara 
Indonesia dan Uni Eropa, komplementabilitas perdagangan antara keduanya cenderung 
stagnan dan beberapa produk unggulan Indonesia mengalami penurunan pangsa pasar 
di pasar Uni Eropa. Hal tersebut misalnya dibuktikan dengan angka Trade Complementarity Index 
(TCI) ekspor Indonesia dan impor Uni Eropa, dengan rata-rata sekitar 0,6 dari tahun 2012 hingga 
2019. Sementara itu, komplementaritas antara ekspor Uni Eropa dan impor Indonesia berada di 
angka yang relatif lebih rendah yakni di kisaran 0,4. Selanjutnya, pangsa pasar produk Indonesia di 
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Uni Eropa secara umum cenderung mengalami penurunan dari 0,45% di periode awal 2000an 
menjadi hanya 0,36% selama periode 2017-2019. Penurunan ini terlihat pada banyak produk 
ekspor Indonesia ke Uni Eropa. Jika dikelompokkan dalam kelompok besar HS (HS Section I – 
XX), maka hanya ada delapan kelompok barang yang pangsa pasarnya di Eropa mengalami 
kenaikan, seperti minyak hewan dan tumbuhan (III), makanan olahan (II), serta alas kaki (XII). 
Sebaliknya, produk seperti tekstil dan garmen (XI) serta produk kayu (IX) mengalami penurunan 
pangsa di pasar Eropa. Banyak produk-produk yang mempunyai keunggulan komparatif 
bahkan gagal mempertahankan pangsanya di Uni Eropa.  

Salah satu penyebabnya adalah persaingan dari negara-negara lain yang mengambil pasar 
lebih besar selama periode dua dekade ini, seperti Vietnam maupun negara-negara Asia 
Selatan. Faktor lain dari kurang optimalnya perdagangan barang antara Indonesia dan 
EU adalah hambatan dan kebijakan perdagangan, baik yang bersifat tariff ataupun non-
tariff. Terkait dengan struktur tarif, terdapat tiga hal. Pertama, tingkat rata-rata Most Favoured Nation 
(MFN) Uni Eropa yang relatif tinggi untuk produk yang berdaya saing tinggi bagi Indonesia, seperti 
produk tekstil dan alas kaki yang rata-rata tarifnya sekitar 7-8 %. Kedua, tarif Non-Ad Valorem 
(NAV) yang masih lazim diterapkan Uni Eropa untuk produk-produk makanan. Jumlahnya lebih 
dari 900 jenis produk (tariff line) yang sebagian besar diterapkan untuk untuk produk agrikultur. 
Terakhir, Generalized System of Preference (GSP) masih berperan penting bagi produk Indonesia dalam 
mengakses pasar Uni Eropa. Sebanyak 42% dari total ekspor Indonesia masih mengutilisasi 
fasilitas ini. Sementara itu, dari segi non-tarif, produk-produk Indonesia menghadapi tantangan 
seperti persyaratan labeling, inspeksi, kualitas dan kinerja produk, sertifikasi, dan lain-lain.   

Berdasarkan hal ini, IEU CEPA diharapkan dapat mengurangi berbagai hambatan 
perdagangan tersebut dan mampu merealisasikan potensi peningkatan perdagangan 
antara kedua belah pihak. Selain itu, IEU CEPA juga diharapkan mampu membantu Indonesia 
untuk melakukan diversifikasi input yang dibutuhkan untuk produksi dalam negeri dan mengurangi 
ketergantungan dengan negara lain, seperti yang berasal dari Tiongkok. Bersamaan dengan adanya 
kesempatan transfer dan alih teknologi, IEU CEPA diharapkan dapat meningkatkan daya saing 
produk Indonesia, khususnya barang modal untuk sektor industri manufaktur. Terkait dengan 
peningkatan daya saing produk Indonesia, IEU CEPA diharapkan juga mampu untuk membuka 
kesempatan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan perdagangan jasa dengan Uni Eropa secara 
lebih optimal.  

Rendahnya daya saing produk ekspor Indonesia selama ini kemungkinan salah satunya 
disebabkan oleh rendahnya proporsi jasa dalam nilai tambah ekspor negara ini (Gambar 
3). Sementara itu, analisa terhadap kebutuhan dan pasokan jasa di Indonesia menunjukkan bahwa 
masih terdapat excess demand yang tinggi untuk berbagai produk jasa penting seperti telekomunikasi, 
transportasi, keuangan serta jasa bisnis dan penunjang administrasi. Impor jasa Indonesia masih 
terkendala pada hambatan yang cenderung masih cukup tinggi. Skor Services Trade Restriction 
Indicators (STRI) menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan restriksi yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Restriksi ini utamanya berbentuk pembatasan masuknya 
penyelenggara jasa asing yang semakin menyulitkan tersedianya jasa di dalam perekonomian 
Indonesia. Padahal tanpa ketersediaan yang cukup, aktivitas produksi dan ekonomi tidak akan 
optimal, sementara produktivitas akan menjadi rendah. Akibatnya produk Indonesia cenderung 
tidak akan dapat bersaing di pasar dunia. Impor produk jasa, terutama dari negara penghasil 
jasa berkualitas tinggi seperti Uni Eropa merupakan keharusan dan menguntungkan 
perekonomian. 

 

 

 



 

Gambar 3:  Proporsi Jasa Dalam Ekspor 2014-2016 (%) 

 
Sumber: OECD TIVA Database 

Selain perdagangan barang dan jasa, IEU CEPA juga diharapkan dapat mendorong 
peningkatan masuknya investasi asing ke Indonesia, khususnya yang berasal dari negara-
negara anggota Uni Eropa. Dalam satu dekade terakhir, jumlah proyek dan nilai arus masuk 
Foreign Direct Investment (FDI) dari negara-negara Uni Eropa ke Indonesia cenderung mengalami 
peningkatan, naik dari sekitar 900 juta US$ pada tahun 2010 menjadi lebih dari 2.6 miliar US$ pada 
2019 atau meningkat hampir tiga kali lipat.  

Namun, secara komposisi, telah terjadi pergesaran sektoral yang signifikan pada FDI yang berasal 
dari Uni Eropa (Gambar 4). Selama periode 2012-2015, sektor sekunder (sektor manufaktur) 
mendominasi tujuan FDI dari Uni Eropa ke Indonesia, akan tetapi, sejak 2016, FDI tampak beralih 
pada sektor tersier (sektor jasa) dan sektor primer (pertambangan). Hal ini dapat disebabkan oleh 
meningkatnya kompetisi di sektor manufaktur, terutama terkait biaya tenaga kerja, dari Tiongkok, 
Vietnam, India dan Bangladesh. Akibatnya, sektor manufaktur padat karya Indonesia, seperti 
tekstil, garmen dan alas kaki menjadi kurang menarik untuk investor asing, termasuk yang berasal 
dari negara-negara Uni Eropa. 

Gambar 4: Komposisi sektoral FDI dari Uni Eropa ke Indonesia, 2010-2019 

Sumber: BKPM 
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Terdapat beberapa saluran yang mungkin dapat menjadi dasar adanya peningkatan aliran 
masuk FDI dari Uni Eropa ke Indonesia. Pertama, tingginya tingkat komplementaritas 
antara Indonesia dan Uni Eropa dan besarnya pasar kedua belah pihak. Hal ini bukan hanya 
berpontensi untuk meningkatkan volume perdagangan antara kedua belah pihak, tetapi juga 
mendorong aliran investasi antara keduanya. Kedua, tersedianya ketentuan-ketentuan 
investasi atau provisi investasi (investment provision) yang terdapat dalam perjanjian IEU 
CEPA yang tengah dinegosisasikan. Ketentuan-ketentuan investasi ini mengatur provisi 
umum (general provision), prokteksi/perlindungan investasi dan liberalisasi, serta isu-isu terkait 
dengan resolusi pengakhiran perselisihan (resolution of dispute settlement) dan semuanya diharapkan 
dapat membantu meningkatkan aliran investasi diantara kedua belah pihak.  

Selain itu, Perjanjian IEU CEPA juga dapat menjadi platform ekspor sekaligus impor bagi 
Indonesia. Dengan adanya IEU CEPA, perusahaan-perusahaan yang berinvestasi di Indonesia 
dapat   mengimpor barang-barang input atau parts and components yang berkualitas dari Uni Eropa 
dengan lebih mudah dan murah. Perusahaan-perusahaan tersebut juga bisa menjangkau pasar yang 
luas, bukan hanya Indonesia tapi juga negara-negara ASEAN lain dan Asia Timur yang telah 
memiliki kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia. 

 

Peranan Perjanjian IEU CEPA Dalam Reformasi Ekonomi di 
Indonesia 
Walaupun IEU CEPA diharapkan berpotensi meningkatkan aktivitas perdagangan barang dan jasa 
serta investasi antara EU dan Indonesia, dampak nyata dari perjanjian ini masih akan perlu dilihat 
kembali. Outcome dari perjanjian ini tergantung dari hasil akhir serta bagaimana 
implementasi perjanjian ini di lapangan. Hal ini termasuk bagaimana Indonesia mampu 
mengatasi berbagai permasalahan dan hambatan perdagangan dan investasi yang ada. Perjanjian 
ini diharapkan dapat membantu mempercepat dan memperlancar pelaksanaan reformasi ekonomi 
di Indonesia.  

 

Gambar 5: Resiko investasi di Indonesia dan negara Asia lainnya menurut perusahaan 
Jepang 

  
Sumber: JETRO (2020) 
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Masih kurang optimalnya kinerja hubungan perdagangan dan investasi Indonesia dengan 
EU yang telah dijelaskan di atas tidak terlepas dari masih buruknya kerangka kebijakan 
dan regulasi yang berlaku dan mempengaruhi dunia usaha di Indonesia. Indeks 
kemudahaan berusaha (Ease of Doing Business) 2019 yang dikeluarkan oleh World Bank, misalnya, 
menunjukkan bahwa Indonesia menduduki posisi ke 73 dari 190 negara pada tahun 2019, atau 
turun satu peringkat dibanding tahun sebelumnya. Serupa dengan itu, Global Competitiveness Report 
2019 dari World Economic Forum memberikan nilai 58/100. Survey ini memberikan peringkat ke 51 
dalam hal kelembagaan terkait iklim usaha dan peringkat 85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. 
Rendahnya nilai tersebut mengindikasikan bahwa iklim investasi di Indonesia masih dipandang 
memberatkan aktivitas usaha dan perekonomian. Sementara itu, Survey Japan External Trade 
Organization (JETRO, 2020) juga memperlihatkan bahwa masalah upah, kepastian regulasi dan 
perpajakan menjadi tiga risiko invetasi teratas dalam menunjang aktivitas usaha di Indonesia 
(Gambar 5). 

Berdasarkan hal tersebut di atas, reformasi ekonomi dalam bentuk penyederhanaan dan perubahan 
regulasi merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong investasi serta memperlancar aktivitas 
perdagangan dan ekonomi di Indonesia. Dalam konteks ini adanya perjanjian IEU CEPA menjadi 
sangat relevan. Perjanjian ini diharapkan dapat turut membantu mendorong reformasi 
ekonomi, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis akibat 
pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Perjanjian IEU CEPA membawa 
peluang untuk peningkatan produktivitas Indonesia. IEU CEPA bukan hanya mampu 
memberikan peningkatan akses pasar untuk barang-barang produksi Indonesia, tapi juga juga 
mendorong perdagangan jasa serta investasi yang berperan penting dalam pemulihan ekonomi. 
Beberapa bagian dalam perjanjian mendorong perbaikan kerangka regulasi. Reformasi kebijakan 
ini mencakup perbaikan iklim usaha, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, kebijakan ekonomi 
yang lebih pasti dan tidak diskriminatif, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih 
terbuka. Reformasi kebijakan tersebut akan melengkapi berbagai usaha perbaikan infrastruktur dan 
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang selama ini telah dijalankan.  

Selanjutnya, dengan adanya klausal terkait investasi, diperlukan adanya reformasi regulasi 
yang sesuai dengan hasil negosiasi dalam perjanjian IEU CEPA. Dalam konteks ini, 
keberadaan Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diterbitkan oleh pemerintah 
Indonesia dapat membantu mempercepat tercapainya kesepakatan perjanjian IEU CEPA yang saat 
ini sedang dinegosiasikan. Selain itu, UU Cipta Kerja juga dapat membantu Indonesia untuk 
melakukan perbaikan dan penyesuaian peraturan dan kebijakan ekonomi di masa depan pada saat 
IEU CEPA diimplementasikan. Tak hanya itu, reformasi regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja 
ini menjadi lebih penting lagi dalam konteks krisis akibat pandemi COVID-19 yang telah 
menyebabkan investasi dunia jatuh secara siginifikan sehingga kompetisi dalam menarik investasi 
akan semakin ketat. Namun, penerbitan UU ini saja tidaklah cukup untuk mampu menarik 
peningkatan masuknya investasi asing ke negeri ini. Masih diperlukan banyak penyesuaian 
kebijakan dan pembuatan peraturan turunan dan pelaksana yang baik dari adanya UU ini. Pada 
akhirnya, perjanjian IEU CEPA serta reformasi regulasi dan kebijakan ekonomi diharapkan dapat 
meningkatkan daya saing Indonesia dan membantu memperluas keunggulan komparatif 
Indonesia. 

 
Penutup: Saran dan Rekomendasi kebijakan 
Perundingan perjanjian IEU CEPA yang tengah berlangsung saat ini diharapkan bukan hanya 
dapat membantu untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia ke pasar Uni Eropa dan 
memperbaiki daya saing produk-produk tersebut, tetapi juga turut membantu mendorong 
reformasi ekonomi, terutama dalam upaya pemulihan ekonomi di tengah-tengah krisis akibat 
pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini. Reformasi kebijakan ini mencakup perbaikan 



iklim usaha, pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel, kebijakan ekonomi yang lebih pasti dan tidak 
diskriminatif, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang lebih terbuka. Reformasi kebijakan 
tersebut akan melengkapi berbagai usaha perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia yang selama ini telah dijalankan.  

Terkait dengan reformasi kebijakan  dan perundingan IEU CEPA ini, beberapa hal 
berikut perlu untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pertama, Indonesia perlu terus 
mendorong dan mempercepat pelaksanaan reformasi ekonomi yang saat ini tengah berjalan, Salah 
satunya melalui pembentukan peraturan-peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja 
(Omnibus Law) yang isinya disesuaikan dan ditujukan untuk mendorong percepatan penyelesaian 
perundingan dan IEU CEPA.  Kedua, Indonesia perlu mendorong konvergensi peraturan dengan 
Uni Eropa melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) yang melingkupi kesamaan pemberlakuan 
standar, sertifikasi dan pengujian. Ketiga, Indonesia perlu mendorong fleksibilitas regulasi dan 
menguatkan good regulatory service (GRP). Keempat, Indonesia perlu meningkatkan koordinasi yang 
harmonis antar kementerian dan lembaga, baik di tingkat pusat ataupun daerah, guna mendapatkan 
dukungan yang lebih luas dan mempercepat pelaksanaan reformasi ekonomi sedang dan akan 
dijalankan.  

 
 


